BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
tentang Kekuatan Ekskutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia menjadi
landasan dibenahinya Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang — Undang Jaminan
Fidusia sekaligus merombak mekanisme eksekusi obyek yang menjadi jaminan
fidusia. Selama ini Undang — Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia mengatur dan memperbolehkan pihak kreditur dengan titel
eksekutorialnya dapat menarik paksa obyek yang menjadi jaminan fidusia
apabila terjadi wanprestasi, tetapi dengan terbitnya Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, penarikan secara paksa tidak lagi
diperbolehkan dan tidak sah menurut hukum dan apabila tetap dilakukan maka
akan menimbulkan konsekuensi hukum, yang dimana pihak debitur dapat
melakukan upaya hukum untuk membela hak — haknya, seperti mediasi, upaya
hukum pidana, dan upaya hukum perdata.

Dalam Putusan MK tersebut kekuatan eksekutorial pihak kreditur tidak
dihilangkan, namun mekanismenya berbeda dengan yang diatur di dalam
Undang — Undang Jaminan Fidusia. Kreditur tetap dapat melakukan eksekusi
sendiri apabila pihak debitur mau secara sukarela menyerahkan obyek yang
menjadi jaminan fidusia atau terdapat kesepakatan lain antara debitur dan
kreditur, tetapi apabila tidak ada kesepakatan dan debitur tidak mau

menyerahkan obyek yang menjadi jaminan fidusia secara sukarela, maka pihak
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kreditur harus mengajukan permohonan dan penetapan dari pengadilan untuk
melakukan eksekusi terhadap obyek yang menjadi jaminan fidusia melalui juru
sita pengadilan. Titel eksekutorial kreditur menjadi tidak dapat digunakan
secara mutlak paska putusan MK tersebut karena dibatasi oleh frasa dimana jika
tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur dan debitur tidak mau
menyerahkan obyek jaminan fidusia secara sukarela, maka kreditur tidak dapat
melakukan eksekusi menggunakan titel eksekutorial, melainkan harus meminta

penetapan eksekusi melalui pengadilan.

. SARAN

Saran agar Putusan Mahkamah Konsitisusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
tentang Kekuatan Eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia bisa
diimplementasikan dengan baik dimasyakarakat, perlu adanya sosialisasi
hukum kepada masyarakat dengan tujuan masyarakat memiliki wawasan dan
pengetahuan untuk membela hak — haknya secara hukum apabila suatu ketika
masyarakat mengalami permasalahan terkait penarikan paksa dari leasing
melalui debt collector atau sehingga nantinya masyarakat bisa melek akan

hukum yang berlaku sehingga bisa tercipta keadilan di dalam masyarakat
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